1.1

BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Hasil pemungutan pajak terhadap masyarakat merupakan Penerimaan
Kas Negara yang paling besar. Pajak adalah salah satu cara yang telah

dilaksanakan oleh pemerintalgs endapatkan dan memperoleh dana dari

at Indonesia harus
memahami  pajak =d e untuk  menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam penghitungan dan pembayaran pajak.
Ketidaktahuan atau pemahaman tentang pajak tentu akan berakibat tidak
berjalannya banyak program yang direncanakan oleh pemerintah, Dampaknya

pada sumber dana yang akan terkumpul untuk pemerataan kesejahteraan.

Dengan demikian, pemerintah mengatur hal — hal yang berhubungan

dengan pajak melalui Undang — Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983



tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai
objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak serta tata cara perhitungan

pajak.

Salah satu jenis pajak paling potensial adalah Pajak penghasilan.

Menurut Undang Undang No. 17 Tahun 2000, Pajak penghasilan adalah

Pajak yang dikenakan fg atas penghasilan yang diterima

annya. Yang

ibadi maupun

penghasilan diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 21, 22, 23, dan 25 / 29
Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang — Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang perubahan keempat atas Undang — Undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan.



Salah satunya adalah PPh Pasal 23 yang mengatur tentang
pemotongan pajak yang berdasarkan penghasilan yang berasal dari modal,
penghargaan, penyerahan jasa atau hadiah, selain yang telah dipotong PPh
Pasal 21. Objek dari PPh Pasal 23 adalah hadiah, royalti, dividen, bunga

simpanan, dan imbalan atas jasa.

Sistem pemotongan pajak yang diterapkan pada PPh pasal 23 yaitu

Witholding system. Witj supakan pemotongan pajak melalui

menyebabkan kerugian pada wajib pajak dan dapat dikenakan sanksi denda
paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar
atau sanksi pidana paling lama 6 tahun penjara. Pidana tersebut dapat
dilipatkan menjadi dua kali apabila melakukan tindakan pidana perpajakan

sebelum lewat setahun sejak berakhirnya masa pidana penjara.



Kesalahan juga sering terjadi dalam penyetoran dan pelaporan PPh
Pasal 23. Dimana wajib pajak terlambat dalam menyetorkan dan melaporkan
PPh Pasal 23. Agar prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan
dijalankan secara efektif, kualitas pihak pemungut pajak harus ditingkatkan,

difasilitasi, dan melakukan monitor serta evaluasi terhadap proses

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak kepada kas Negara.

Pada penelitiang can penelitian pada PT. Bukit Inti

bertujuan untuk mengetal lickanisine dan tata cara pemotongan,
penyetoran, serta pelaporan terhadap pemakaian jasa pengiriman ekspedisi
oleh PT. Bukit Inti Makmur Abadi. Apakah terdapat kekeliruan yang tidak
sesuai dalam mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal

23 atau telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Dari penjelasan diatas, Maka penulis berminat untuk melakukan
penelitian mengenai “Analisa Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan

Pelaporan PPh Pasal 23 di PT. Bukit Inti Makmur Abadi”.

1.2 Rumusan Masalah
Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini

memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. sal 23 di PT. Bukit Inti Makmur

ukit Inti Makmur

Inti Makmur

aka penelitian ini

otongan PPh pasal 23 di PT.

Bukit Inti Makmur Abadi.

b. Agar dapat diketahui prosedur penyetoran PPh pasal 23 di PT. Bukit

Inti Makmur Abadi.

c. Agar dapat diketahui prosedur pelaporan PPh pasal 23 di PT. Bukit

Inti Makmur Abadi.



1.4  Kegunaan Penelitian
Atas penelitian yang dilakukan, Diharapkan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para

akademis berdasarkan _degmean pemahaman prosedur penetapan

perhitungan PP

éﬁ - it o ‘ apat dijadikan

€ pemotongan,

yang telah ditemukan dalam penelitian secara langsung.

3) Bagi Penelitian Selanjutnya, diharapkan penelitian ini berguna
sebagai bahan referensi untuk mengadakan penelitian yang lebih

mendalam mengenai topik ini.
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